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Abstract: Toll roads are an effective means of transportation to shorten the distance between 

regions. With a short distance, the cost of accommodation of goods will decrease and increase 

accessibility, thereby encouraging economic improvement and community development. One 

of the toll roads currently under construction in West Sumatra is the Padang-Pekanbaru toll 

road. The Padang-Sicincin section is part of the large project with a length of 30.4 km. Since 

being carried out in 2018 the progress of the work has only reached 45.2%, meaning that 

there are obstacles that slow down the completion of the work. From the literature study, it 

was found that the main cause of delay was land acquisition. The various literatures also 

describe the resolution of disputes involving stakeholders. Stakeholder management is one of 

the indicators of project success. To find out the model of stakeholder interaction on the 

Padang-Sicincin spatial toll road project in terms of land acquisition, a social network 

analysis was carried out based on a literature study related to land acquisition, followed by 

the creation of a stakeholder relationship matrix. From the results of the analysis, it is found 

that stakeholders as the main actors in land acquisition are local governments as mediators 

and messengers between land owners and other stakeholders involved in land acquisition. 

Keywords: Stakeholders, Land Acquisition, Toll Roads, Social Network Analysis. 

 

Abstrak: Jalan tol merupakan sarana transportasi efektif untuk memperpendek jarak tempuh 

antar wilayah. Dengan jarak yang pendek maka biaya akomodasi barang semakin sedikit dan 

meningkatkan aksesibilitas, sehingga mendorong peningkatan perekomonian dan 

pembangunan masyarakat. Salah satu jalan tol yang sedang dikerjakan di Sumatera Barat 

adalah jalan tol Padang-Pekanbaru. Ruas Padang-Sicincin merupakan bagian dari proyek besar 

tersebut dengan panjang 30,4 km. Sejak dikerjakan pada tahun 2018 progres pekerjaan hanya 

mencapai 45,2% artinya terdapat hambatan yang memperlambat penyelesaian pekerjaan. Dari 

studi literatur diperoleh bahwa penyebab utamanya keterlambatan adalah pembebasan lahan. 

Dari berbagai litaratur itu juga diuraikan penyelesaian sengketa yang melibatkan stakeholder. 

Pengelolaan stakeholder adalah salah satu indicator keberhasilan proyek. Untuk mengetahui 

model interaksi stakeholder pada proyek jalan tol ruang Padang-Sicincin delam hal 

pembebasan lahan maka dilakukan analysis jaringan sosial berdasarkan kajian studi literatur 

terkait pembebasan lahan yang dilanjutkan dengan pembuatan matriks hubungan stakeholder. 

Dari hasil analisis diperoleh bahwa stakeholder sebagai actor utama dalam pembebasan lahan 

adalah pemerintah daerah sebagai mediator dan penyambung pesan antara pemilik lahan dan 

stakeholder lain yang terkait dalam pembebasan lahan.   

Kata Kunci: Stakeholder, Pembebasan Lahan, Jalan Tol, Analisa Jaringan Sosial. 

 

A. Pendahuluan 

Prasarana transportasi yang semakin berkembang akan meningkatkan aksesibilitas 

penduduk dan arus barang yang dapat mendorong peningkatan keberhasilan pembangunan, 

dan perekonomian masyarakat daerah (Siringoringo & Lumbantoruan, 2015);(Muthalib, 

2016); (Anas et al., 2017) (Kristiano et al., 2019). Efektifitas merupakan pertimbangan dalam 

pemilihan jenis prasarana transportasi. Indicator efektifitas transportasi adalah panjang jalan 

dan mobilitas kendaraan (Mulya & Rizki, 2016). Panjang jalan atau jarak transportasi sangat 

mempengaruhi besarnya biaya transportasi (Brun et al., 2005). Salah satu prasarana 

transportasi yang berspesifikasi bebas hambatan adalah jalan tol (Naufal, 2019) dan 

pembangunan jalan tol harus memperhatikan panjang jalan (Astutik & Dewanti, 2020). Dalam 

aspek lain, Anas et al. (2017); Prasetyo dan Djunaedi (2019) menyatakan bahwa dengan 

adanya jalan tol dapat mengurangi biaya transportasi, memberikan dampak positif pada 
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perekonomian, meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi biaya produksi serta 

distribusi barang.  

Dibalik kemanfaatan jalan tol dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, banyak 

hambatan yang ditemui pada saat pelaksanaan dan pasca pembangunan. Adapun faktor yang 

menghambat pekerjaan adalah organisasi pelaksana proyek yang tidak konsisten di lapangan 

dan pembebasan lahan yang dipengaruhi oleh proses sosialisasi, pengetahuan dan kesadaran 

hukum akan pentingnya proyek public (Hermawan, 2011). Selain itu, menurut Sumaryoto  

(2010) jalan tol memicu pertumbuhan kawasan hunian baru masyarakat yang dapat menambah 

konflik sosial pasca pembangunan. Tidak berbeda jauh dengan  Siswoyo (2020) yang 

mengatakan bahwa pembangunan  jalan tol tidak ramah lingkungan karena mengakibatnya 

berkurangnya lahan produktif dan saluran irigasi sawah serta meningkatkan polusi udara dari 

pengakutan material pembangunan. Tidak hanya itu, Susanto (2019) juga mengatakan bahwa 

pembangunan jalan tol belum mempertimbangkan rekayasa sosial (socio engineering) karena 

jalan tol membelah budaya dan kekerabatan serta memperpanjang jarak tempuh antar 

masyarakat yang tinggal disekitar jalan tol. Pendapat lain tentang permasalahan jalan tol 

adalah pembebasan lahan, keterlambatan pengiriman material, cuaca, perubahan desain, 

keterlambatan pembayaran termin, keterlambatan pembayaran material, desain tidak jelas dan 

koordinasi tim proyek yang kurang baik (Liandy, 2018). Selanjutnya, Rahayu (2019) juga 

menyatakan bahwa perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat adalah munculnya mata 

pencaharian baru, masyarakat mendapatkan uang ganti rugi, akses jalan ke kota tujuan menjadi 

lancar, sering terjadi banjir, bertambahnya luas pemukiman dan kepadatan penduduk disekitar 

jalan tol. Berdasarkan studi literatur, permasalahan yang  sama juga ditemukan pada 

pembangunan jalan Tol Padang-Sicincin yaitu permasalahan pembebasan lahan (Puri, 2017); 

(Urrahmi & Putri, 2020); (Atmojo, 2021). Dari penelitian sebelumnya telah disarankan 

beberapa hal terkait penyelesaian sengketa lahan dengan melibatkan beberapa stakeholder 

eksternal.  

Dengan melibatkan stakeholder eksternal dalam penyelesaian masalah sengketa lahan, 

hal ini menjadi menarik untuk dibahas karena manajemen proyek yang sukses dapat terjadi 

jika manajer proyek memperhitungkan pengaruh potensial dari stakeholder selama 

perencanaan proyek (Cleland & Ireland, 2002). Factor lain yang mendukung suksesnya sebuah 

proyek adalah dengan memperhatikan tanggung jawab ekonomi, hukum, lingkungan, etika, 

kepentingan, legitimasi, kedekatan dan jaringan social (Yang et al., 2010); (Rajablu et al., 

2015). Jaringan social berpengaruh positif dalam mediasi penyelesaian konflik sedangkan 

urgensi dan kekuatan berpengaruh negative (Rajablu et al., 2015). Dalam jaringan social perlu 

mempertimbahkan pengaruh semua stakeholder (Gunduz & Almuajebh, 2020). Karena 

indicator keberhasilan proyek dipengaruhi oleh adanya ikatan sosial antara pengaruh 

stakeholder  sepanjang siklus hidup proyek (Lin et al., 2019). Ditambahkan oleh Amoatey dan 

Hayibor (2017), bahwa ada lima faktor keberhasilan proyek yang perlu diperhatikan yaitu 

adanya komunikasi yang melibatkan berbagai stakeholder, perlu identifikasi stakeholder yang 

benar, perlu merumuskan misi proyek dengan jelas, perlu menjaga dan mempromosikan 

hubungan baik serta menganalisis konflik dan koalisi para stakeholder. Dalam penelitian 

sebelumnya, belum ditemukan perancangan model interaksi stakeholder dalam penyelesaian 

sengketa lahan pembangunan proyek konstruksi khususnya pada pembangunan jalan tol.   

Dengan pertimbangan ini, maka membentuk suatu  model interaksi stakeholder pada 

penyelesaian sengketa lahan pembangunan jalan tol perlu untuk dilakukan sebagai 

pertimbangan awal dalam menyelesaikan konflik pengadaan lahan. Oleh sebab itu, tujuan dari 

penelitian ini adalah merancang model interaksi stakeholder pada pembangunan jalan tol ruas 

Padang-Sicincin.  

 

B. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian metode campuran yang diawali dengan metode 

kualitatif melalui studi literatur dan dilanjutkan dengan metode kuantitatif dengan membuat 

matriks hubungan antar stakeholder. Adapun subjek penelitian ini adalah pembangunan jalan 

tol ruas Padang-Sicincin yang dipilih secara purposive karena merupakan pembangunan tol 
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pertama di Sumatera Barat dan menarik untuk dilakukan kajian permasalahan terkait 

pelaksanaan yang terhambat. Tahapan penelitian dimulai dengan mencari penelitian terkait 

permasalahan sosial pada subjek penelitian, melakukan identifikasi stakeholder yang berperan 

dalam pembebasan lahan, kemudian membuat matriks hubungan. Selanjutnya melakukan 

analisis jaringan sosial para stakeholder menggunakan program UCINET 6 for windows. 

Konsep   SNA   yang diiplementasikan adalah ukuran centrality, betweenness, closeness dan 

density. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Gambaran Umum Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin 

Jalan tol ruas Padang-Sicincin merupakan bagain dari jalan tol Padang-Pekanbaru. Jalan 

tol ini terbagi enam sesi dan jalan tol ruas Padang – Sicincin merupakan  sesi I  dengan 

panjang 30,4 km (pu.go.id, 2021). Hingga saat progress pekerjaan telah mecapai 45,2% yang 

telah dikerjakan dari tahun 2018. Seharusnya jalan tol sudah beroperasi pada Desember 2021 

namun karena ada kendala sosial maka proyek tersebut mengalami keterlambatan. Factor 

utama penghambat adalah konflik pembebasan lahan dengan masyarakat yang belum usai 

hingga saat ini (Puri, 2017); (Urrahmi & Putri, 2020); (Atmojo, 2021).  . 

2. Identifikasi Stakeholder yang Berperan dalam Pembebasan Lahan  

Berdasarkan hasil publikasi ilmiah (Puri, 2017); (Urrahmi & Putri, 2020); (Dewi et al., 

2020); (Atmojo, 2021);(Arifah, 2020); (Riri, 2021); (Muhammad, 2019); (Fandi, 2020); (Ayu 

& Putri, 2021); (Debby, 2020);dan (Harza, 2021) dapat diidentifikasi stakeholder yang 

berperan dalam pembebasan lahan pada pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin sebagai 

berikut : 

1.Pemilik lahan adalah orang yang memiliki sertifikat kepemilikan lahan 

2.Masyarakat sekitar lokasi adalah masyarakat yang tinggal disekitar lokasi yang statusnya 

hanya menumpang tinggal tanpa memiliki sertifikat kepemilikan dan keterkaitan pada 

lahan  

3.Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah. Pada kasus ini adalah 

pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 

4.Pemerintah pusat adalah penyelenggara pemerintah pada tingkat pusat. Karena jalan tol 

berskala nasional maka koordinasi pekerjaannya langsung pada pemerintah pusat yaitu 

kementerian Pekerjaan Umum. 

5.Pemerintahan local adalah penyelenggara pemerintahan nagari. Pada kasus ini melibatkan 

pemerintahan Nagari Kasang karena lokasi pembebasan lahan pada Nagari Kasang 

Padang Pariaman 

6.Ninik mamak sebagai pendukung ketahanan adat nigari yang membawahi Lembaga adat 

dan terdiri dari beberapa penghulu (datuk). 

7.Investor adalah pihak yang secara entitas memberikan modalnya dalam suatu proyek.  

8.Pengadilan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan system peradilan dalam hal 

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara 

9.Notaris adalah orang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan 

menyaksikan surat-surat penting berupa surat jual-beli, sertifikat, perjanjuan, warisan dan 

ahli waris.  

10.Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga yang menjadi wadah perwakilan 

musyawarah mufakat adat tertinggi didalam nigari yang dapat menyelesaikan secara adat 

sengketa lahan ulayat dalam suku.  

11.Pedagang adalah masyarakat yang melaksanakan proses jual beli disekitar lokasi 

pembangunan jalan tol. 

12.Panitia pembebasan lahan merupakan kelompok orang yang dipilih untuk mengurus 

pembebasan lahan 

13.Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga yang mengurusi mengenai lahan atau 

tanah di Indonesia. 

14.Konsultan perencana adalah pihak yang menjadi ahli perencana teknis dalam 

pembangunan jalan tol. 
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Setiap stakeholder memiliki perannya masing-masing. Kadar peran dan hubungannya 

dapat dilihat sesuai ulasan pada peneliti terdahulu dalam kajian literatur. Uraian akan peran 

dan hubungan masing-masing stakeholder  diuraikan sebagai berikut : 

1.Menurut (Puri, 2017) bahwa masyarakat sebagai bagian dari pluralisme hukum yang 

dipengaruhi oleh budaya, suku, adat istiadat dan agama memiliki hakekat hukum yang 

harus memberikan keadilan kepada masyarakat. 

2.Menurut (Urrahmi & Putri, 2020) bahwa pemerintah daerah dan lokal perlu mengadakan 

sosialisasi mengenai pembangunan jalan tol kepada masyarakat serta menakar dengan 

baik harga tanah masyarakat. Selanjutnya pemerintah lokal dan daerah bekerjasama 

dengan BPN untuk mengurangi  kekeliruan dan kesalahpahaman dikemudian hari. Pihak 

BPN harus teliti merencanakan dan memetakan  jenis tanah dan pemilik lahan pada 

pembangunan jalan tol. Panitia pembebasan lahan berkoordinasi dengan BPN, pemerintah 

daerah, pusat dan local serta pemangku adat berupa KAN dan ninik mamak untuk 

menyelesaikan pembayaran ganti rugi dan penetapan penerima hak atas  penggantian 

tersebut.  

3.Menurut (Dewi et al., 2020) bahwa dokumen perencanaan detail dan jelas dikerjakan oleh 

konsultan perencana dan perlu melakukan koordinasi dengan intansi berwenang untuk 

menetapkan pengagantian atas hak kepemilikan tanah, pemerintah lokal/nagari 

bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mensosialiasikan pembangunan jalan tol 

kepada masyarakat sekitar agar mengerti manfaat dari pembangunan jalan tol yang akan 

dilakukan. Selain itu, perlu melibatkan pemangku adat yaitu KAN dan ninik mamak 

untuk menentukan besaran biaya pengganti adat dan sosial dalam masyarakat pada tanah 

ulayat sehingga tidak terjadi tumpang tindih serta konflik masyarakat, dan pelibatan 

masyarakat secara massif melalui kegiatan KAN. 

4.Menurut (Atmojo, 2021) bahwa masyarakat perlu memenuhi persayaratan pertanahan 

untuk mendapatkan ganti rugi, sehingga perlu adanya sosialiasi dari pemerintah agar 

masyarakat dapat mempersiapkan persyaratan tersebut ketika dibutuhkan. Dengan 

demikian proses pembebasan lahan dapat segera dilakukan. Selain itu, dalam pengurusan 

persyaratan serta identifikasi tanah adat perlu keterlibatan KAN secara massif serta 

meningkatkan peran ninik mamak sebagai wakil dari kaum untuk membicarakan 

mengenai tanah ulayat. 

5.Menurut (Riri, 2021) bahwa konflik sosial yang paling sering timbul dalam masyarakat 

adat minangkabau adalah hilangnya identitas tanah ulayat suatu kaum akibat pergantian 

kepemilikan yang harus dipertimbangkan dengan matang oleh tim adat dalam KAN 

mengenai masalah tersebut. Hal lain yang diperhatikan terkait hubungan stakeholder sama 

dengan yang diungkapkan pada point 2. 

6.(Muhammad, 2019)  menekankan bahwa perlu adanya kejelasan mengenai nilai ganti rugi 

oleh panitia pembebasan lahan dimana panitia perlu bekerjasama dengan dinas terkait 

(BPN). Pengadilan berperan dengan baik dalam memutuskan nilai ganti rugi yang harus 

dibayarkan. 

7.(Fandi, 2020) menemukan bahwa pengadilan sangat berperan dalam menentukan nilai 

ganti rugi lahan atas kepemilikan masyarakat. 

8.Menurut (Ayu & Putri, 2021) bahwa terjadi komunikasi yang kurang intensif antara para 

stakeholder yang terlibat dalam proses pengadaan tanah. Stakehoklder itu diantaranya 

masyarakat, pemilik lahan, BPN, pemerintah lokal/daerah/pusat, dan konsultan perencana.   

9.Menurut (Debby, 2020) bahwa penilai atas tanah pemilik lahan sudah berkoordinasi 

dengan pemilik lahan atas harga tanah namun perlu penguatan dari segi hukum oleh 

pengadilan sebagai pengambil keputusan atas nilai ganti rugi pembebasan lahan.  

10.Menurut (Harza, 2021) bahwa penggunaan organisasi masyarakat adat dalam hal ini 

adalah KAN perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tawar menawar akan nilai ganti 

rugi lahan. 

3. Matriks Hubungan Antar Stakeholder 

Berdasarkan uraian hubungan stakeholder pada sub bab sebelumnya, maka uraian 

tersebut akan dituangkakan dalam matriks hubungan stakeholder yang disusun dalam file 
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format excel. Dalam pembuatan matriks tersebut, jika stakeholder memiliki hubungan maka 

akan diberi angka notasi 1 dan jika tidak memiliki hubungan diberi angka notasi 0. Adapun 

data matriks hubungan stakeholder disajikan dalam gambar 1 sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Tampilan Data Set yang merupakan Matriks Hubungan Antar Stakeholder pada 

Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin. 

Dari data matrik pada gambar 1 diatas, maka pada penilaian selanjutnya dilakukan 

analisis karingan pada hubungan masing-masing stakeholder dan dinilai dengan tolak ukur 

centrality, betweenness, closeness dan density. 

4. Analisis Jaringan Sosial dengan UCINET 6 For Windows 

 

 
Gambar 2. Visualisasi Data Netdraw Interaksi Stakeholder pada Pembebasan Lahan 

Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin 

Dari visualisasi gambar 2 diatas terlihat bahwa BPN  berperan  dalam pembebasan 

lahan. Sumual (2020) menyatakan bahwa BPN merupakan kantor pertanahan yang berperan 

dalam pendaftaran tanah masyarakat. Tanah yang terdaftar akan memiliki sertifikat resmi. 

Dengan demikian panitian pembebasan lahan serta pengadilan mudah untuk memutuskan nilai 

ganti rugi atas tanah. Dalam pembebasan lahan pembangunan jalan tol Padang-Sicincin, BPN 

telah menyelesaikan tugas dan wewenangnya. Namun fakta dilapangan terlihat bahwa tidak 

semua pemilik lahan memiliki sertifikat dan banyak lahan merupakan tanah ulayat. Ketika 

BPN dan panitia pembebasan lahan menghadapi konflik dengan masyarakat maka mediasi 

merupakan alternatif pertama sebelum melangkah ke pengadilan (Kusumojati, 2021). Mediasi 

difasilitasi oleh pemerintah daerah, pemerintah lokal dan KAN Bersama dengan pemilik lahan 
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dan masyarakat lainnya. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah sebagai actor penghubung 

bagi pemilik lahan dalam menyuarakan aspirasinya untuk disampaikan oleh pemerintah daerah 

kepada pemerintah pusat. Dalam kasus ini adalah pemerintah kabupaten Padang Pariaman. 

Untuk validasi analisis diatas, dapat dilanjutkan analisis dengan melihat nilai density (rata-rata 

matrik) dan standar deviasi. Dari hasil analisis rata-rata matrik diperoleh nilai sebesar 0.5746 

atau 58 % artinya persentasi dalam jaringan stakeholder cukup kuat, sedangkan nilai Standard 

deviation sebesar  0.4944 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan dalam jaringan cukup kuat 

dengan error tidak terlalu banyak.  

Setelah menhetahui sebaran data dan persentasi hubungan dalam jaringan, maka 

dilanjutkan dengan menganalisis data berdasarkan actor utama dalam hubungan dengan 

analisis eugenvector centrality.  

 
Gambar 3. Hasil perhitungan eigenvector centrality UCINET 6 Pada Stakeholder 

Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin. 

Pada gambar 3 diatas, eigenvector dengan nilai neigenvec tertinggi adalah central 

jaringan. Dari hasil analisis diperoleh bahwa panitia pembebasan lahan merupakan stakeholder 

utama (central jaringan) dengan nilai standar deviasi 10,391 artinya bahwa error cukup  

banyak terjadi dalam jaringan. Diketahui juga bahwa panitia pembebasan lahan tidak akan 

sanggup untuk menilai harga pembabasan lahan jika tidak bekerjasama dengan BPN. Jadi 

stakeholder utama masih dipusatkan pada BPN sesuai pada jaringan gambar 2 diatas. 

Selanjutnya untuk validasi jaringan dilakukan analisis data degree centrality. Nilai ini 

mengetahui hubungan keluar dari stakeholder dalam jaringan. Dan nilai normalitas degree 

untuk melihat sebaran data normal atau tidak.  

 
Gambar 4. Hasil perhitungan degree centrality UCINET 6 Pada Stakeholder Pembangunan 

Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin 

Dari gambar 4 diatas dapat dilihat bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah 

Sumatera Barat memiliki sebaran hubungan   yang relative normal dengan stakeholder yang 
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lainnya. Hal ini karena pemerintah daerah bisa langsung berkoordinasi dengan pemerintah 

pusat dan juga bisa berdiskusi dengan BPN dan KAN. 

 
Gambar 5. Hasil perhitungan closeness centrality UCINET 6 Pada Stakeholder Pembangunan 

Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin 

Closeness centrality adalah indicator untuk memastikan penyebaran pada jaringan sudah 

benar atau tidak. Untuk menentukannya maka dilihat dari nilai inclouseness tertinggi. Dari 

gambar 5 diatas, nilai  tertinggi pada pengadilan, panitia pembebasan lahan, pemerintah daerah 

dan BPN. Keempat stakeholder tersebut memegang peranan penting dalam menentukan nilai 

harga pembebasan lahan.  

 
Gambar 6. Hasil perhitungan Betweenness centrality UCINET 6 Pada Stakeholder 

Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin 

Betweenness centrality merupakan indicator untuk menentukan actor yang 

mengendalikan informasi dalam jaringan atau sebagai fasilitator dalam jaringan. Nilai ini 

ditentukan dari nilai tertinggi nbetweenness. Pada gambar 6 diatas pemerintah daerah memiliki 

nilai sebasar 15,19. Artinya pemerintah daerah sebagai sumber informan bagi pemerintah pusat 

dan nagari serta BPN terkait pembebasan lahan. 

Hasil penelitian social network analysis menggunakan tools UCINET 6 membuktikan 

kepadatan dalam jaringan atau density di atas 50% sehingga secara ikatan dianggap kuat. 

Aktor yang paling sering dihubungi dengan nilai degree centrality tertinggi yaitu aktor 

Pemerintah Daerah dengan nomor urut 3. Sedangkan aktor yang memilki jangkauan terdekat 

dalam mencapai tingkatan aktor, yang ditunjukkan tingginya nilai closeness centralities adalah 

aktor dengan nomor urut 8. Selanjutnya aktor yang memiliki kemampuan untuk menjadi 

penghubung terhadap aktor-aktor lain adalah aktor dengan nomor urut 3 yang ditunjukkan 

tingginya nilai betweenness centralities. Sehingga dari hasil validasi ini Pemerintah Daerah 

merupakan aktor central atau aktor yang paling berpengaruh dalam hubungan antar stakeholder 
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pada Pembebasan Lahan. Pada gambar 2 visualisasi data menggunakan netdraw merupakan 

gambaran peta hubungan yang terjadi antar stakeholder dalam masalah pembebasan lahan dan 

dari gambar tersebut juga dilihat relasi-relasi yang terjadi pada aktor yang terlibat serta 

menunjukkan relasi masuk dan relasi keluar yang terjadi. Rata-rata interaksi antar individu 

mengelompok pada fungsinya masing-masing, hanya beberapa saja yang tidak sesuai. Hasil ini 

adalah uraian dari studi literatur yang dapat divalidasi Kembali dengan melakukan uji kuisoner 

kepada stakeholder yang terlibat untuk validasi jaringan tersenut. Dengan hasil penelitian ini 

juga diharapkan menjadi titik awal menggali pola relasi hubungan sosial yang lebih luas dan 

kompleks dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. 

 

D. Penutup 

Berdasarkan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan model interaksi stakeholder 

pada pembebasan lahan pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin yang terbentuk dari 14 

stakeholder memiliki kepadatan hubungan yang kuat dengan pemerintah daerah sebagai actor 

central yang menjadi penghubung antara pemilik lahan sebagai penerima manfaat ganti rugi 

atas lahan dengan stakeholder lain yang memfasilitasi perhitungan nilai harga pembebasan 

lahan. Dengan demikian maka model jaringan pada gambar 2 dapat dijadikan sebagai model 

dasar interaksi stakeholder dalam penyelesaian sengketa pembebasan lahan pada pembangunan 

jalan tol ruas Padang-Sicincin. Namun untuk validasi lanjutan, sebaiknya dilakukan pembuatan 

angket kuisioner yang dilanjutkan dengan focus discussion group dengan instansi dan beberapa 

ahli terkait untuk validasi model.  
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